BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sebuah perceraian merupakan faktor-faktor yang mendominasi

ruang sidang yang a
peraturan (gg th:angan menye

ma di seluruh Indonesia. Adapun

ahCV}perceraian di lakukan

enar@arl perkembangan

10 % sebuah kasus

I gugat telah

=)

di P

3’%

ang-setara, yang

rmnan cerai,

ng telah diatur

pada pz\ PP No : ang pe@ n Undang-Undang
No. 1 Tahun‘&{teﬁaﬁw hubungan pernikahan itu

sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan ditimbulkan oleh perbedaan-
perbedaan yang muncul atau menampakkan diri, maka demikian terjadinya
ketegangan yang akhirnya menjadi persengketaan atau konflik.! apabila
dilanjutkan juga akan menghadapi kemudharatan, maka islam membuka

pintu untuk adanya suatu perceraian. Ikatan perkawinan juga dapat di

! Departemen Agama Republik Indonesia, Pedoman Konseling Keluarga
Sakinah, (Jakarta:Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), Hal. 92-93
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pandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia
sampai ajal menjemput ataupun putus di tengah jalan.

Pengadilan Agama ialah sebagai salah satu institusi penegak
hukum yang sangat berhubungan dengan penegak peraturan Perundang-

undangan. Institusi Peradilan Agama ini sebagai bagian dari sistem

hukum nasional yang rglkl Nt usi penting dalam mempengaruhi

dan memeg&'fie praktik da l@ Zn/yang terjadi dalam

al m( karenakan hampir

| danperempuan sebagai

pokok did kompetensi

guna-menegakkan

ap perkara

i \\M i idu tanpa adanya
memb tatu / rang berhak untuk
mendapatkan/\[akPR@r%®¥a}n hukum. Berperkara di
Pengadilan Agama tidak semata-mata terjadinya suatu perkara kemudian
langsung di adili, akan tetapi perkara yang diajukan tersebut akan diproses
serta di adili sesuai dengan prosedur yang telah diatur dan ditentukan. Ada
proses disetiap perkara dikenakan biaya, pengajuan perkara tanpa

dikenakan biaya ini tidaklah mudah karena harus melalui beberapa proses,

dan menyiapkan beberapa surat dari pihak yang bersangkutan.



Adapun persyaratan yang harus di lakukan bagi yang akan
berperkara terutama memerlukan adanya biaya atau yang disebut dengan
beracara dikenakan biaya. Bagi warga negara Indonesia yang tidak mampu
dalam membayar biaya perkara dipengadilan. Maka dapat melakukan

pelayanan perkara prodeo. Perkara Prodeo ialah apabila seseorang yang

ingin melakukan per raggaNd ldak mampu untuk membayar

biaya perl%\tfege maka orang rsangkutan tersebut bisa
men perk a \k Q n berperkara secara
ﬂ&aéu k pe iu memi \

1

M rodeo), yang

il _ if masyarakat yal rperkara di

P et
timbul d 3 "‘ [ a nm.li putusan

adNtu . diad*an sebelum
ata mpermudah
k‘é@wan

nya‘n /
. SnV éﬁl diambil oleh
hakim% me i

Pada A{ya‘m?rb)%@w) HIR dan pasal 145 ayat

(4) R.Bg, berperkara di Pengadilan Agama dikenakan biaya, namun

apabila pihak tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat
mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo. Sebagaimana
telah diatur didalam 237-241 HIR atau pasal 273-277 R.Bg, pasal 242-243

HIR atau pasal 278-281 R.Bg dan pasal 12-14 Undang-Undang No. 20

2Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:
LIBERTY), Hal. 16



Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, lebih jelas dikatakan bahwa yang
berhak mengajukan permohonan perkara secara Cuma-Cuma (prodeo)
ialah yang tidak mampu dalam hal ekonomis.?

Masalah pengajuan berperkara tanpa biaya juga telah di atur
didalam pasal 235 HIR/271 R.Bg dan pasal 237 HIR/273 R.Bg, “Barang

siapa yang hendak ber?erpg, bmezigji penggugat atau tergugat, akan
tetapi tida%ﬁ?& embayar ongko a, ymaka dapat mengajukan

perk %ﬁgan' in tidal nb i (
A@D N

/ persyarate \ bagi“sekelompok orang
e

ar al aca cara cuma-

ang diajukan pada

taimgan surat
d iam*'rya. Dalam
@r-benar tidak

pengadilan. Permohonan

a pem penggugat bukan

et NI
orang yang tmarpR OBO\/

Karena banyak sekali masyarakat yang tidak mampu lebih banyak
hambatan dalam mencari suatu keadilan. Karena semua orang di Indonesia
berhak mendapatkan keadilan hukum tanpa membedakan adanya orang

yang kaya maupun yang miskin, yang tidak mampu dalam hal

3https://pa-kraksaan.go.id/index.php/layanan-publik-informasi-dan-pengaduan/e-
court-ma/26-halaman-depan/artikel/364-profesionalitas-hakim-dalam-pemeriksaan-
perkara-prodeo-di-pengadilan-agama

“M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan
Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia, (Jakarta:Prenada Media, 2005), Cet. ke-1, Hal. 14
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perekonomiannya dan kurangnya pemahaman terkait masalah hukum.
Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang
bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan ketentraman dalam
masyarakat dimana hukum itu berada.®

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 1 “setiap warga negara

dari bangsa indonesia gerlg aNe akuan, Jamlnan perlindungan dan
kepastian !@é&n adil, serta perl @ a di hadapan hukum

z{{ Q menjunjung tinggi
keadi

tentram disemua

ebutkan di @n Pancasila

esia’-dan Undang-

iap warga

belum‘?\Watk \C reali asih banyak sekali
masyarakat mbPR @%@‘\,}’mlskman Dan sebagian
masyarakat merasa enggan untuk menindak lanjuti perkaranya di
Pengadilan Agama karena terkendala biaya, baik biaya perkara ataupun

biaya transportasi.

SPurnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum,
(Bandung:Penerbit Alumni, 1997), Cet. ke-4, Hal.20

5Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan pasal 28 Ayat 1

’Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan pada Pasal 27 Ayat 1
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Selain adanya masalah dalam keuangan dan kurangnya pemahaman
terkait hukum, adapun yang menjadi kendala lainnya ialah terbatasnya
sumber daya manusia (SDM) yang terjun langsung ke masyarakat guna
memberikan sebuah informasi mengenai program bantuan hukum yang di
tujukan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang buta akan

persoalan hukum. Sel |n anggaran, dana serta kuota dari

pemerinta!%‘éga sangat terbata @ @ kabupaten atau kota
untu@gyam D batnya ialah masyarakat yang
& ek \4 I persog X n‘mé@a enggan untuk
“melakukan pe -\ eng ryo

N,
an m pembebasan ‘ ata t dengan perkara
:'od

atu laya KI : bmasyarakat

*ang mafiptrdalam Tz erN.ii g t* di atur di

\ ah‘un 2 No. 1 @ﬂ 2014 yang
n‘{e;g):m ega i yangrakal goung biaya dan proses di

Pengadil ama § ) Al n prodeo ini dapat

di kabulkan, {e\(;ng %@m prodeo ini tidak dapat di

kabulkan maka d| dalam putusan selanya majelis hakim akan

memerintahkan penggugat atau pemohon untuk membayar biaya panjar
perkara dengan jumlah yang akan di taksir kemudian di Meja 1.
Putusan sela ini diadakan sebelum hakim memutus perkaranya,

yaitu yang memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan



perkara, putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum menjantuhkan
putusan akhir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengenal lebih luas
mengenai pemeriksaan secara prodeo atau tanpa adanya biaya dalam

berperkara di Pengadilan Agama Kraksaan, guna mengetahui bagaimana

pemeriksaan perkara :K yarNa I Pengadilan Agama serta apa saja
syarat- sya@&ok_f‘h us di penuhi d

Za/prodeo di Pengadilan
S;/[n%iuksa §
rd

Is tertarik untuk
Hmynga kan . ;o
< AR v P

K SAAD RKARAT S PRODEO DI

ai GADIEAN AGAMA KRAKSAZ ELLAS 1A.” U
o s s *

\(OM ; S air e kar odeo, maka

alaha li di lalahi untuk mengetahui

lebih dal enge ] eC g ada di dilan Agama

1. Adan?é\r@s@R@r%@»\yang akan berperkara di

Pengadilan Agama namun terkendala karena masalah ekonomi

2. Kurangnya pemahaman masalah hukum terhadap masyarakat
miskin.

3. Pentingnya adanya perkara secara prodeo bagi masyarakat yang
tidak mampu dalam membayar biaya perkara di Pengadilan

Agama.



Agar pembahasan ini tidak bercabang ke pembahasan lainnya maka,
batasan masalah yang dikemukakan penulis mengenai ‘“Pemeriksaan
Secara Prodeo yang terjadi di Pengadilan Agama Kraksaan” dimana
perkaranya ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ggaNa C]m
@ mengadili perm
saj

a Kraksaan dalam menerima,

ra prodeo?

alam@erlksaan terprodeo

\ . v
D“Fu,lua Pene , = ryo

ak Witk ser verikan-konstribusi

><
an, pemik jia ralw
* il getahuj PEran Pefigagilan Kr*'aan dalam

Yive
iksa,dan ili pro
/

getahuin, apa Saja. S ang . harus dipenuhi di

\ /"/o ecara prodeo.
b,

@
E. Manfaat Peré\(;n PROBO\/

Adapun manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan  serta  memberikan  pengalaman  bagaimana
pemeriksaan perkara secara prodeo di Pengadilan Agama.

2. Bagi akademis, untuk pengembangan secara perdata, diharapkan

penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan peningkatan



akademisi dalam bidang hukum kelembagaan Peradilan Agama.
Dan semoga hasil dari penelitian ini mampu memberikan
sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Hukum Keluarga untuk bisa
mengembangkan ilmunya kepada masyarakat awam yang memiliki

keterbatasan dalam dunia hukum.

3. Bagi masyaraagsgarzdv) dijadikan pengetahuan, supaya
ma%\gagp dan menger g idak akan merasa takut

%wcem |Ian

&
,_-I

ma. Khususnya bagi

M B erkara secara

).-‘.

hatau ouukan oleh

a atau upa

m‘\uﬂsﬁ diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 20009.

Probono dan Prodeo: Dalam dunia hukum ialah yang berarti sama saja

karena pada prinsip kedua kata tersebut saling



berkaitan yang memiliki makna dalam hal
pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau
gratis. Negara ini berkewajiban melaksanakan
kebijakan tersebut dengan menanggung biaya

perkara bagi orang-orang yang tidak mampu dalam

éngg mW' akses keadilan hukum kepada
asyarakat yan d@ﬁ@pu secara finansialnya

ialah berikan pelayanan

jlansyang pernah

inl@asi terkait
I. B*ujuan agar

uk leh peneliti

PENYELESAIAN

PERKAR NGADILAN AGAMA

ey
JAKARTA  BARAT  (Analisis  Yuridis  Putusan ~ Nomor
085/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Jakarta Barat).” Dalam skripsi ini
membahas tentang prosedur administrasi pengajuan perkara prodeo
yang disiapkan oleh pihak yang ingin berperkara, akan tetapi di

Pengadilan Agama tersebut sedikit yang mengajukan menyelesaikannya

di bandingkan dengan kasus lain yang tidak menggunakan prodeo di
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karenakan beberapa kendala. Penelitian pada karya tulis ilmiah diatas
terdapat kesamaan yakni, membahas tentang perkara prodeo. Sementara
perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penulis peneliti
ini menggunakan analisis yuridis putusan.

2. Skripsi Eva Fitriyanah yang berjudul “PELAYANAN PERKARA

PRODEO DI PE?G ILN-ZT?MA DALAM PERSPEKTIF
tu

di Kasus di P

HUKU%I‘*TAXA @n@ma Kelas IA Tanjung

me as tentang adanya

elayanan perkara

pe an bantuan

asyarakat miskin.

sebw kesamaan
* ya Mmoanas ang_| at kt*ng mampu.

----- ( ebut dan penulis peneliti

ini Kumgd

3. Dalam SAS){ i —yang &b{ “Pertimbangan Ketua
|

Pengadilan Dalam Menerima Atau Menolak Prodeo Di Pengadilan

Agama Sungguminasa (Studi PERMA RI No. 1 Tahun 2014 Tentang

Prodeo)” pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan

Agama Sungguminasa dalam menerima prodeo itu memiliki penilaian

tersendiri dari ketua pengadilan, diantaranya wajib melampirkan Surat

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan /
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Kepala Desa dan ditanda tangani oleh camat, selanjutnya terlihat dari
gaya berpakaian, keuangan yang didapatnya, kemudian dilihat secara
fisik masih mampu untuk bekerja atau dan memenuhi syarat yang
tercantum dalam PERMA No 1 Tahun 2014. Persamaan pada karya

ilmiah diatas ialah membahas tentang prodeo dan syarat-syarat yang di

perlukan ketika he dalgerWijedangkan perbedaan penelitian

liti ini lebih

ada pertimbangan hakim.

yang akan pen
%l%
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